SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian
Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan
Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian
sanksi administratif kepada Kepala Desa yang melanggar
larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, maka perlu
melakukan penyesuaian dan perubahan ketentuan yang
terkait dengan sanksi administratif yang tercantum dalam
Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan
Pemberhentian Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata
Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala

Desa;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



Menetapkan:

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2019 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan

Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara



Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34),

diubah sebagai berikut:

1. Pasal 105 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 105

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban
dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa
dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali

berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, maka

Kepala Desa yang bersangkutan dikenai sanksi

administratif berupa teguran tertulis.

Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) telah disampaikan 2 (dua)

kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,
dikenai sanksi administratif sedang berupa
pemberhentian sementara.

Dalam hal setelah pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa

yang bersangkutan:

a. kembali tidak melaksanakan kewajiban dan/atau
melanggar larangan sebagai Kepala
Desa;dan/atau

b. tidak menyelesaikan permasalahan yang
menyebabkan Kepala Desa yang bersangkutan
diberhentikan sementara;

maka Kepala Desa yang bersangkutan dikenai

sanksi administratif berupa pemberhentian.

2. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu)

Pasal baru yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 105A

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 dapat diterapkan secara bertahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, atau tidak
secara bertahap, sesuai dengan jenis dan tingkat

pelanggaran yang dilakukan.

. Pasal 107 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 107 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 107

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati,
karena:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala
Desa;

b. melanggar larangan sebagai kepala desa;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat S (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan;

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap
keamanan Negara.

(2) Pemberhentian sementara karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b merupakan sanksi administratif.

(3) Pemberhentian sementara karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan d
dilakukan berdasarkan laporan dari BPD melalui
Camat.

(4) Pemberhentian sementara sebagaimana karena sebab
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b paling lama 1
(satu) tahun.

(5) Pemberhentian sementara sebagaimana karena sebab
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d sampai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 44




